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BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa  untuk  mendukung tugas dan  fungsi
pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila melalui
pembinaan ideologi Pancasila secara terencana,
sistematis, dan terpadu, perlu penataan kembali struktur
organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila yang sesuai dengan kebijakan penyederhanaan
birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien;

bahwa penataan kembali struktur organisasi dan tata
kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah
mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia melalui surat Nomor B/647/M.KT.01/2021
tanggal 30 Juni 2021;

bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah tidak sesuai
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Mengingat

Menetapkan

dengan perkembangan kebutuhan organisasi, sehingga
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya
disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil
Kepala BPIP.

3. Dewan Pengarah adalah unsur Pimpinan yang secara
kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki
tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada
Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi
Pancasila.

4. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah
unsur Pimpinan yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

5. Wakil Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Wakil Kepala

adalah unsur Pimpinan yang bertugas membantu Kepala
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dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
fungsi BPIP.

6. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya
disebut Paskibraka adalah pelajar putra putri terbaik
yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan
diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk
melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan
duplikat Bendera Pusaka.

7. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Paskibraka yang
telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan dan

menurunkan duplikat Bendera Pusaka.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2
(1) BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
(2) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil
Kepala.

Pasal 3
BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam
merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila,
melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan
berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi
pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil
kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan
dengan  Pancasila kepada lembaga  tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial

politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BPIP menyelenggarakan fungsi:
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perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila
dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;

penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program
pembinaan ideologi Pancasila;

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan
pembinaan ideologi Pancasila;

pengaturan pembinaan ideologi Pancasila;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan
langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan
pembinaan ideologi Pancasila;

pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan
dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,
pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan
pembinaan ideologi Pancasila;

pengkajian materi dan metodologi pembelajaran
Pancasila;

advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam
pembentukan dan pelaksanaan regulasi;

penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan
Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan; dan

perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan

atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi BPIP terdiri atas:

Dewan Pengarah; dan

pelaksana.

Pasal 6
Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a terdiri atas:
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a. Ketua; dan

b. Anggota.

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri

atas unsur:

a. tokoh kenegaraan;

b. tokoh agama dan masyarakat; dan

c. tokoh purnawirawan Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan akademisi.

Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Pengarah

melalui mekanisme internal Dewan Pengarah.

Pasal 7
Untuk mendukung dan membantu mengefektifkan
pelaksanaan tugas, Dewan Pengarah dapat dibantu oleh:
a. dewan pakar;
b. staf khusus; dan
c. satuan tugas khusus.
Ketentuan mengenai tugas dewan pakar, staf khusus,
dan satuan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 8

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

terdiri atas:

a
b.

o

o

7Q

Kepala;

Wakil Kepala;

Sekretariat Utama;

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi,
Komunikasi, dan Jaringan;

Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan
Regulasi;

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
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